No ‘:IS/Pd/6O.

) menetépkan peraturan daerah yahg berikui :

PEMTURAN DAZRAH Daerah _
) ' memungut pajak potong hewan,

éingkat.keull Séméréng tentang mengadakan: dap

DEWAN PERVAXILAN RAKYAT .DAZRAH TINGKAT KE-II SEHARANG,

Pasal l}

(1) | Dalam Daerah tingkat ke-II Semarang diadakan dan dipungut pajak

Yang disebut pajak potong hewaa.

(2 Yang dimaksud dengan pajak potong hewan dalam peraturan-daerah
ini ialahb pajak yang dipungut karena memotong sapi, kerbau, kuda dan’

. babi yang dipelihara,

Pasal 2.

Kecuali jika dengan tegas dinyétakan lain, maka yang dimaksud Ga-
lam peraturan gdaerah ini dengan : : : ' - : . ' :

. hewan

camemotong

d., pemotongan usahn

e. pemotongan haijat

f. pemotongan darurat

g» babi yang kurane uwmuy

- b. Kepala Daerah

-
-

ey

-

L]

izlah éapi, kerbau, kuda atau babi ying di-

pelihara yang untuk memotongnya harus diba- _

yar pajak; _
ialah Dokter Hewan pada Dinas. Kehewanan Dao-
rah tingkai ke-I Jawa-Tengah atau pegawai
lain yang ditunjuk sebagai wakilnya untuk
menjolankan Dinas Kehewanan Daerah Tingkat
ke-I1T Semarang; C '

ialah mematikan hﬂwanhdan segala benfuk per- -
buatan yang nyato-nyata dapa dianggap se~
bagal persiapan langsung ditujukan untuk me-
patikan tersebut, serta tindakan-tiudakan
solanjutnyn terhadap hewan yang dimatikan
ituy . -
ialah pemotongan sapi, kerbau, kuda.atau ba~
bi bagh mereks ysng menjadikon pomotongan
howan ini sebagni perusahman atgu sesuatu
mata pencaharian; -

iglah pemotongan-sapi, kerbau, kuda atau baw -
bi untuk mereka yang tidak menjadikan pemo-
tongan ini sebagai perusahaan atau suntu pa-
ta pencaharian; AR

ialah pemotongan hewan yang terpakéa harus

dilakukan karena i T

1. hewan itu luka akibat diserang oleh bi-

~ hatang buas, bal mena harus dinyatakan
olzh Kepala Daerah atau pejabat .lain
yang citunjuknya; . :

2« howan ifu berpenyvakit merular dén kare-

' nenya sebagai pemberantasan penyalit
tersebut, ahli yang dimaksud dalam huruf
b pasal ini menganggap perlu babwa he-
wan itu harusg dipotong; -

3» bewan iiu cacad sejak dilahirkahnya dan
berdaci kan cacadnya hewan tersebut me-
nurut keputusan ahli termaksud dalam hu-
vuf b pasal Ini periu dipotong,

ialah babi yang panjangnya kurang dari 65
sendinmeter diukur dari hidung meliucas kew
pala dan punggung sampai pangkal okant

ialah Bupati Kepala Daerah Daerahatingkat
ke-II Scmarang, T

- Pasnal 3 . ,,"; ;.
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. Pabal- 3- '
PaJak tldak d;pungut karena = ¢

a. memotong hewan atas perintah Dokter Hewan atau Hakllnya :
ba: memotong hewan untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan/adat satu dan
lain menurut peraturan yang berlaku . : S .

Pasal 4.
Pajak potong berjumliah '_ ' - _
It untuk Pemotongan usaha ool-oeoooloo¢o.¢‘tbt-la_ Rpo 300,."“'

II. untul Pemotongan ha;} at .:o_ asacnne cessensnan -....I RP.' 200,——'
III. untuk pemotongan daruralsseesesscesssseseesss’ Bpe 100,-= -

Pasal 5e

:(1) Untuk memotong hewan harus ada ijin tertulis yang dapat diperoleh =
dari Kepala Daerah abau pegavai yang ditunjuk olelmya, ijin mana dlberlkan
hanya setelah pajak potong yang terhutang dilunasi, -

(2) . Ijin tertulis termaksud dalam ayai (1) pasal 1n1, yang selangutnya
disebut surat potong saga, merupakan tanda bukti pembayaran paJak yang di -
kenakan. . : :

(;) Cara memperoleh sarat potong untuk memotong hewan dan pembayaran
pajeknya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah o - : _
{3) - Warna dan bentuk surat potong termaksud dalam ayat (l) pacal ini

dltemapkan oleh Kepala Daerah.

| Pasal 6. |
(1) Untuk memperoleh ijin memotong hewan dengan hajat, yang berkepentie- -
ngan lebih dahulu harus minta suratb keterangan untuk itu kepada Kepala Desa -

yvang uc;sangkutan.

2y Surat keteranban dimaksud dalam ayat (1) paual ini hanya dapat di-
‘berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan pemotongan he-
wan sebagai perusahaan atau sebagai suatu mata pencaharian mereka, satu. dan
lain setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan yang ter -
cantum dalam pasal 9 tidak akan dllanggar.'

(3; Yarna dan beniuk surat keter;ngan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Paerah, : _ -
4 - Dengan menyerahkan surat keterangan dlmaksud salan ayat (1) pasal h{;.

- ini kepada yang berkepentingan yang namanya tercantum dalam surat- ketera«_Jt_
ngan tersebut - diberikan surat -potong untuk pemotongan hajat dengan mem.— -
bayar pajaknya sebesar yang dltetapkan dalam pasal 4, '

(1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dlpekergakan lagi dengan tarip .
sebesar Rp. 6,-- seperti dimaksud dalem pasal 4 huruf B kalimat terakhir,

yang berkepentlngan harus ferlebih dahbulu minta surat keterangan untuk itu
kepada ahli yang dimaksud dalam pasal 3 bhuruf b dalam surat keterangan ma -
na- harus dapat dlketahul bahwa lkuda yang akan dipotong tldak dapt dipe -
kerjakan lagi. .

(2) - Dengan menyerahken surdt keterangan tersebut dalam ayat (l) pasal
ini, maka kuda yang akan dipotong diberi tanda yang dltetapkan oleh ahli -
yang dimaksud dalam pagal 2 hurufl b.

(3 Warna dan bentuk surat keterangan tersebut dalam ayat (L) pasal i-
n1 ditetapkan oleh Kepala Daerah. ' : L :
C#) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebul kepada yang berkepen-

tlngan, yang namanya teritulis- didal amnya diberikan surat potong dengan -
membayar paaaknya sebesar Rp.: 6 - _ . o

. Pasal &,

(1) " Xecuali dalan keadaan seperti tercanium dalam ayat (2) pasai ini,
dilarang memotong hewan tanpa memiliki terlebih dahulu surat-potong yang di--
-dimaksud dalanm pasak 3 peraturan daerah ini dan tanpa penyakalan panjabat
yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Daerah._ S
’ i (2) . Ketent_uan seisvevssl
T -, : . .
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-(25 ’Ixétén£uah dalan ayat (1) paéal ini $idak berlaku torhadap hewan yang
karena kecelakaan kcadaannya sedemikian rupa, sehlngggiicwif itgeﬁzziagia
; ' : atkan -
harus dipotong. Dalam hal torsebut yong harus U r = .
iziiizterangan iolisi mengenal peristiva kecelakaannya, dalam.waktu-a X ?4_.
jam sesudah hewan dipotong, pajak yang terhutnng_hargs dibaygr.;unas, I

Posal 9.

.(15 Daging hownn yang berasal dari pemotongan hajgt'dikgféng : .
' ﬁ.“dijual atau diserzhian kepada orang yong menjadikan pemotoggun3hewan:a-
tau penjuslan daging sebagai perusahaan otau nata p?qcaharlgn; :
b. ditawarkan, dijual, diserahkan abtau disimpan sebagai persedinon di pasar.
" atau di tempat lain dimana biasanya dijual daging; _ B
¢, diangkut keluar lingkungan daerah tingkst keIl Somaragg.d?mana hewnn i~
. tu dipotong, kecurli jika pengengkutan itu telah diberd ijin o;eh Kopala
Daerah, o S S
(2)" ° Yong dimaksud dengan daging delam ayat (1) pasal ini ialah.dag;ng ho-
wan yang belum dimesak, o - : : )
o Pasal 10, -

Barahg;siapu menjolankan pemotongan howan atou Penjualun daping sebagal
perusahasn atau suatu mata pencazharian dilarang membeli, ?Qnawarkan, menye~
rehkan atau menyimpan sebagai persediaan untuk dijual daging yong berasal da-
ri hewan/hewan-howan yang dipoteng tanpa ijin atau yang hanya dibayar pajak
potong hajat saja. :

C a ' Pesal 11.

(1) ; Pajak potong yang telah dibayar dapat diminta kemball oleh pemegang Su~-

rat potong"apabila : S ; y

a. éaging dari hewen yang dipotong se¢telah diperiksa oleh ahli-_yang“dimaksug
dalam pasal 2 huruf b ternyata tidak depat dimaken atau berbahaya untuk di-

makan; : o ) S .
E.\daginé darl ‘hewan yang dipotong kerena tidak dapat dipergunakan untuk dima-
" kan dan segala hasil pemctongan, keccuali ‘kullt, dibawah pengowasan polisi
harus dirusak atou ditanom, S .

g%% Untuk mondspatkan kembali pajak yang telah dibayer, yeng berkepentingan..
APl

manyarablan Xembali kopsda Urusan Peajok Daecral tingkat koIl Somorsang
C Buwrat-potong yong dibolinys beserta surat—-keterangen ahli yang dimaksud dalam
pasal 2 huruf b atau polisi yang bersangkutan, dalam waktuy selambat~lonbatnya
tujuh barl sesudah hewon itu dipotong. : :

: Pasal 312, ) > ”_.‘
(1) ° Dihukum dengan hukuman kurungan sclamn-lamanya 1 (sotu) bulan otow done
dn sotingpi-tingginyn Rpa L 000, —~ (seribu rupdah) :

A, bara?g)siapa memotong hewan bLertentangon denpan ketentuan dalam pasal B a-
yat (1) ' o o

b, barang siapa memotong howan dainn keadaan seperti termaksud dalam pasnl . 8
syat (2) dan tidek momenuli kewajibon tercantum dalam ayat tersebub delam
tempo 2 X 24 jam; ' : o S

-C. barang siapa yang untul nemperoleh surat-keturangen termaksud dalam pasal=
pasal & dan 7 memboerikan keterangan-ketorengan yong tidak scbetulnye kepa-
da Kepala desanya; _ B e

d, barang siapa yang berbuat melanggar salah satu larangan tercantum delam pae
sel-pasal 9 dan 10, o '

(2) Terhadap pélangzaran termolsud dalan ayat (1) huruf a dan b pasal ind,
- mzka kulit hewan yang dipotong, dagingnya dan hasil pomotongan lainnyn, bogie
tu pula slat-alat yang digunakon wntuk melakukan pelanggoran torsebut dapat

disita, dan jike dipandang perlu dopa’ dirusak. ' : ’

{3 Sesuai dengan ketentunn-kebentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dacrah
dapat diberikan uang pengharginn setinggi-tingginya Rp.50,-w (limapuluh ru-—
piah) kepada mercka ‘yang dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang nyata
dalam mengusut daon menjadikon teraong poerbuatan yong dapat dihulkum menurut
peraturan—~daerah ini. : _ o o

Pasnl 13 [ n.g. [




_ _ iasal 13
1 Peraturan—-dzerah ini dapat discbut :
l(‘Pff’:I@JfL'PIJR‘AI\? PAJAK POTONG DAZRAH TINGKAT KE-IT SEMARANG"..

(2) Poraturan~daerah ini mulal berlaku pada saat ponyerahﬂn yang nyata
dari pajak ini oleh Mentor’ Dalwmm Negeri dan Otonomdi Daerah dan Menteri Kow
. uangan dan setelah diundangkan dalam Leombaran Daerah Jawa-Tengah.

Anbarawa, 28 OKTOBER 1960.

Dowan Perwalkllan Rakyat Daernh tingkat
ko~I1 Somarangs
Ke tuea,

{ SOEMADL HADLUIDJOJO )

Porgturan Dacrah i@ tolah disahkoan oleh ¥rosldon
Republik Indondsin dongan keputusmumya tangga; 3
Januari 1981 Ho.35.

AJUN SuKRuthIS NuGﬂRA,

My SANTOS O,

Teleh mondopat pursatujuun Penglime Laorseh Militer VII/Dipohogore aolaku
Ponguesn Darurat Militer Daerah Jaws Tengah dongon surat koputuann tangsal '
22 Dasomber 1963 Ho KPTS«=BDMD/002L5/) 2/1961. _

Cataton ¢ Denpan surad koputusan borsamn Montorl Dolanm Negori dan Otonomi
- Doorah dan Montord: Kouongen tortangpel 15 Mol 1961 No. Des.9/28/
$9/«59 sant penycrsahon panjak potong howan yang dahulu diatur dae
lam Ordonnansi pajak potong 1936 (Stbl.1$36 No,671) sobagaimann’
telah diubah dan/etou ditomboh, kopado Pomorintnh Daerah ting=
ket II Somerang dituntukan mulal tanggel 1 Januari 1961.

!

Diundangkon dalan Lomberan Propingi Jawn Tongah tonggal. 1 Januari 1962
Sarl C Nonor 37.

'Diubah dengan Poratiran Dse“ah - R

w tangpal 1 Apgustus 1966 Nomor B/PA/EH, diundangkan dalam Lambnran Daerah
-Propinsl Jawn Tengoh tgl.i4 Mol 1968, Seri C nomor 112, - . .

« tanggal 18 Jull 1974 nomor 7/Pd/74, liundanukan dal an Lembaran Daurah i
Propinsi Java Tonﬁah tangzal 1 Das;mber 19?5 3ori ¢ nomor 1.
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